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INFORMASI
JABATAN

Dinas Pariwisata

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2020

Berpedoman Pada :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2018

TANAH LAUT




SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

INFORMASI JABATAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa Informasi Jabatan adalah hasil dari analisis
jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis
Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah yang memuat informasi mengenai
data-data jabatan dan sebagai instrumen yang
digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di
bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
kediklatan;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah
Laut, maka periu dilakukan penyesuaian terhadap
Informasi Jabatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah
Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Informasi Jabatan Dinas
Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-



Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Noemeor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INFORMASI JABATAN DINAS
PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kepala Daerah yang
memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Laut.

4. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut.

5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten
Tanah Laut.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor,
Kecamatan dan Kelurahan.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan organisasi.

8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab
serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan kerja pada Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

9. Jabatan Fungsional adalah  kedudukan  yang
menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab
serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan
yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis sesuai
dengan bidang keahlian.

11. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data
Jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur
jabatan, formasi jabatan dan urusan jabatan {(Job
Description).

BAB II
TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN

Pasal 2

Informasi Jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen
dalam upaya pembinaan di bidang Kelembagaan,
Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kediklatan.

Pasal 3

Informasi Jabatan merupakan hasil analisis jabatan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pemegang jabatan
struktural/non struktural guna meningkatkan kinerja
organisasi.



BAB III
PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

Pasal 4

(1) Penyusunan Informasi Jabatan Dinas Pariwisata
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta kebutuhan dan kemampuan Daerah.

(2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua
peraturan perundang-undangan yang setingkat dan
mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

- diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. '

N SESUAI DENGAN ASLINYA

f 'PALA BAGIAN HUKUM
SEXRETARIAT B/ ‘?KAH Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juni 2020
E E BUPATI TANAH LAUT,
. 2 159643 2 068 Ttd
H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 70



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 70 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 JUNI 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

URAIAN JABATAN (UJ)

1. IDENTITAS JABATAN:
1.1 KODE JABATAN

1.2 NAMA JABATAN : KEPALA DINAS
1.3 UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA KABUPATEN
TANAH LAUT

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN :
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dalam bidang kepariwisataan dan tugas pembantuanyang
diberikan kepada daerahsesuai petunjuk teknis (juknis) untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1 Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Dinas (Renja)
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD);

3.2 Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan
penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pariwisata dengan berpedoman pada
ketentuan yang berlaku;

3.3 Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan
perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;

3.4 Mengoordinasikan, membina danmengawasi pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pariwisata;

3.5 Mengoordinasikan, membina danmengawasi pengembangan,
pemeliharaan sarana dan prasarana daya tarik wisata;

3.6 Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengembangan
potensi wisata;

3.7 Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengendalian

usaha jasa kepariwisataan;
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3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
standarisasi usaha jasa kepariwisataan;

Mengoordinasikan, membina dan mengawasi promosi, data
dan informasi pariwisata;

Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan
kesekretariatan;

Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

4. WEWENANG :

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
Dinas (Renja)

Menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang.

Menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata
Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
pariwisata

Mengawasi pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana
daya tarik wisata

Mengawasi pengembangan potensi wisata

Mengawasi pengendalian usaha jasa kepariwisataan

Mengawasi pelaksanaan standarisasi usaha jasa kepariwisataan
Mengawasi promosi, data dan informasi pariwisata

Mengawasi pengelolaan kesekretariatan

Mengawasi pelaksanaan UPT Dinas

Melaksanakan sesuai kewenangan

5. TANGGUNG JAWAB

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Kelancaran program kerja

Kebenaran data

Kualitas hasil kerja bawahan
Kelayakan distribusi tugas

Ketepatan waktu melaksanakan tugas

Keserasian suasana kerja



5.7

Kerahasiaan jabatan

6. HASIL KERJA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

Koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta menetapkan
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Dinas (Renja).
Koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta menetapkan
penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pariwisata.

Koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta menetapkan
perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata.

Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program
dan kegiatan di bidang pariwisata.

Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pengembangan,
pemeliharaan sarana dan prasarana daya tarik wisata.
Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pengembangan potensi
wisata.

Koordinasi, @Pembinaan dan Pengawasan usaha jasa
kepariwisataan.

Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan standarisasi usaha
jasa kepariwisataan.

Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Promosi data dan
informasi Pariwisata.

Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Kesekretariatan.
Pembinaan dan Pengawasan UPT Obyek Wisata Pantai
Takisung

Tugas Kedinasan

7. BAHAN KERJA

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Materi Prorgam Kerja.

Materi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
Materi Petunjuk Teknis (Juknis)
Materi Prosedur Kerja

Alat Tulis Kantor (ATK)



8. PERANGKAT KERJA

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Himpunan Program Kerja

Himpunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
Himpunan Petunjuk Teknis (Juknis)
Himpunan Prosedur Kerja

Kendaraan Roda 4

Komputer / laptop

9. HUBUNGAN JABATAN

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

BUPATI TANAH : Pemerintah

LAUT Kabupaten Tanah
Laut.

Sekretaris : Pemerintah

Daerah /Asisten Kabupaten Tanah

Laut.

Camat : Pemerintah
Kabupaten Tanah
Laut.

Kepala SKPD : Instansi terkait.

Sekretaris, : Dinas Pariwisata

Kepala  Bidang Tanah Laut.
Kepala Seksi dan
Kepala Sub

bagian.

10. KEADAAN TEMPAT KERJA

Arahan dan

laporan.

: Arahan, petunjuk

kerja dan laporan

kerja.

: Koordinasi dan

kerjasama.

Koordinasi dan
kerjasama.
Arahan dan

bimbingan.

Dalam ruangan tertutup, bersih, terang dan sejuk

11. UPAYA FISIK

Duduk, berdiri, berjalan, melihat, dan pengamatan secara

mendalam

12. KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA

Stres, Penglihatan dan kelelahan



13. SYARAT JABATAN

13.1
13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Pangkat/Golongan

Pengetahuan Kerja

Keterampilan

Pendidikan Formal

Minimum

Pelatihan/Kursus

Pengalaman Kerja

Pembina IV/a

Kesekretariatan.
Destinasi Pariwisata
Usaha Jasa Kepariwisataan

Pemasaran Kepariwisataan

Mengkoordinasikan kegiatan
Kesekretariatan
Mengkoordinasikan kegiatan

Destinasi Pariwisata.
Mengkoordinasikan kegiatan
Usaha Jasa Kepariwisataan.
Mengkoordinasikan kegiatan

Pemasaran Kepariwisataan

Sarjana Strata 1 (S.1)

Administasi.

Pemerintahan.

Sosial Politik.

Manajemen.

Kepariwisataan

Pendidikan dan Pelatihan
Pimpinan Tingkat II ( Diklatpim
I1).

Organisasi dan Manajemen
Kepegawaian

Keuangan

Perencanaan

Pengawasan Melekat (Waskat)
Pengkoordinasian = Perumusan
Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA)

Pengkoordinasian Program.
Pelatihan/Kursuslainnya yang
menunjang tugas jabatan.

Kepala SKPD Lingkup



13.7

13.8

Kabupaten Tanah Laut.
Bakat Kerja
G (GENERAL INTELEGENSI) INTELEGENSI UMUM
Merupakan  kemampuan  belajar secara  umum.
Kemampuan untuk menangkap atau memahami instruksi
dan prinsip-prinsip dasar, kemampuan untuk menyusun
alasan dan membuat pertimbangan. Kemampuan ini
berkorelasi dengan kemampuan pencapaian hasil.
Q (CLERICAL PERCEPTION) PENGAMATAN TULISAN
Kemampuan mengamati rincian bahan verbal, tulisan,
atau tabel. Daya ketelitian mengetahui dan memahami
perbedaan huruf-huruf dan angka-angka dalam suatu
tulisan. Teliti dalam mengamati detik-detik sesuatu.
V (VERBAL APTITUDE) KEMAMPUAN VERBAL
Merupakan kemampuan untuk menangkap kata-kata dan
menggunakan kata-kata secara efektif. Kemampuan
memahami bahasa, memahami hubungan antara kata-
kata dan memahami arti keseluruhan kalimat dan
paragraph. Bakat verbal mencakup baik lisan maupun
tulisan.
N (NUMERIC APTITUDE) KEMAMPUAN NUMERIK
Merupakan kemampuan untuk melakukan operasi
aritmatik secara tepat dan akurat. Kemampuan
melakukan hitungan-hitungan sederhana.
Temperamen Kerja
D (DCP) Directing-Control-Planning
Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab
untuk kegiatan memimpin (direction) mengendalikan
(control) atau merencanakan (planning).
I (INFLU) Influencing
Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-
pekerjaan mempengaruhi (influencing) orang lain dalam
pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.
P (DEPL) Dealing with People

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan



dengan orang lain (dealing with people) lebih dari hanya
penerimaan dan pemberian instruksi.

F (FIF) Feeling-Idea-Fact

Kemampuan menyesuaikan diri dengan pengelolaan
kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan (feeling),
gagasan (idea), atau fakta (fact) dari sudut pandangan
pribadi.

M (MVC) Measurable and Verifiable Criteria
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan
pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau
pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat
diukur atau yang dapat diuji.

T (STS) Set of Limits, Tolerance and Other Standards
Kemampuan menyesuaikan dengan  situasi yang
menghendaki pencapaian dengat tepat menurut perangkat

batas (set of limits) toleran atau standar-standar tertentu.

13.9 MinatKerja
la. Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan benda dan obyek.
1b. Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan komunikasi data.
13.10 Kondisi Fisik : Laki- Laki/ Perempuan, Sehat

jasmani dan rohani.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

URAIAN JABATAN (UJ)

1. IDENTITAS JABATAN:
1.1 KODE JABATAN

1.2 NAMA JABATAN : SEKRETARIS

1.3 UNIT KERJA : SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN :
Menyelenggarakan wurusan kesekretariatan, mengoordinasikan
pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran,
administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan
berdasarkan  peraturan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan
anggaran dinas;

3.2 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan rencana strategis;

3.3 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

3.4 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan
keuangan;

3.5 DMenyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan aset dinas;

3.6 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah

tangga,;



4.

3.7

Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

3.8 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;

3.9 DMenyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan
protokol;

3.10 Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Sekretariat; dan

3.11 Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

WEWENANG :

4.1 Menyusun, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas

4.2 Menyusun Program, mengoordinasikan , membina dan
mengendalikan penyusunan rencana stratejik

4.3 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan evaluasi dan pelaporan

4.4 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan  penyusunan anggaran dan  pengelolaan
keuangan

4.5 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan aset

4.6 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga

4.7 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian

4.8 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan organisasi

4.9 Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat

4.10 Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Sekretariat

4.11 Melaksanakan tugas



5. TANGGUNG JAWAB

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

Terlaksananya tugas penyusunan program dan kegiatan,
rencana strategis, administrasi surat menyurat, administrasi
kepegawaian, perlengkapan, keuangan, humas dan protocol

dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan

Kesesuaian rencana operasional Sekretariat dengan program
kerja

Kebenaran, kesesuaian, ketetapan dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan

Kelancaran dalam penyusunan petunjuk teknis

Keberlangsungan program kerjakegiatan

6. HASIL KERJA

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

Program dan rencana kegiatan

Rencana stratejik

Evaluasi dan pelaporan

Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
Pengelolaan aset

Surat-menyurat dan rumah tangga

Pengelolaan administrasi kepegawaian
Pengelolaan organisasi

Pengelolaan hubungan masyarakat

Evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat

tugas kedinasan

7. BAHAN KERJA

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Materi Prorgam Kerja.

Materi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
Materi Petunjuk Teknis (Juknis)
Materi Prosedur Kerja

Alat Tulis Kantor (ATK)

8. PERANGKAT KERJA

8.1
8.2

Himpunan Program Kerja

Himpunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
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9.

10.

11.

12.

13.

8.3

Himpunan Petunjuk Teknis (Juknis)

: Pemerintah

Kabupaten Tanah
Laut.

: Dinas Pariwisata.

: Dinas Pariwisata

Tanah Laut.

8.4 Himpunan Prosedur Kerja
8.5 Kendaraan Roda 4 / Roda 2
8.6 Komputer / laptop
HUBUNGAN JABATAN
9.1 Sekretaris Daerah
/Asisten
9.2 Kepala Dinas
Pariwisata
9.3 Sekretaris, Kepala
Bidang Kepala Seksi
9.4 Kasubbag Perencaaan

dan Keuangan serta
Kasubbag Umum dan

Kepegwaian

KEADAAN TEMPAT KERJA

Dalam ruangan tertutup, bersih, terang dan sejuk

UPAYA FISIK

: Dinas Pariwisata

Tanah Laut.

: Arahan,

petunjuk

: Arahan dan

bimbingan.

: Arahan dan

bimbingan.

: Arahan dan

bimbingan.

Duduk, berdiri, berjalan, melihat, dan pengamatan secara

mendalam

KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA

Stres, Penglihatan dan kelelahan

SYARAT JABATAN
13.1 Pangkat/Golongan
13.2  PengetahuanKerja
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

- Verifikator keuangan
Keterampilan : - Mengkoordinasikan kegiatan
Kesekretariatan
- Mengkoordinasikan Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan.
- Mengkoordinasikan kegiatan

Sub Bagian umum dan

Kepegawaian.
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S.1)
Formal Minimum - Keuangan
- Pemerintahan.

- Sosial Politik.

- Manajemen.

- Kepariwisataan

Pelatihan/Kursus : - Pendidikan dan Pelatihan
Pimpinan Tingkat III (Diklatpim
).

- Kepegawaian

- Keuangan

- Perencanaan

- Pengawasan Melekat (Waskat)

- Pengkoordinasian = Perumusan
Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA)

- Pengkoordinasian Program.

- Pelatihan/Kursus lainnya yang
menunjang tugas jabatan.

Sekretaris SKPD Lingkup

Pengalaman Kerja
Kabupaten Tanah Laut.
- Kepala Bidang / Kepala Bagian
SKPD Lingkup Kabupaten
Tanah Laut.
Bakat Kerja
G (GENERAL INTELEGENSI) INTELEGENSI UMUM

Merupakan  kemampuan  belajar secara  umum.
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13.8

Kemampuan untuk menangkap atau memahami instruksi
dan prinsip-prinsip dasar, kemampuan untuk menyusun
alasan dan membuat pertimbangan. Kemampuan ini
berkorelasi dengan kemampuan pencapaian hasil.

Q (CLERICAL PERCEPTION) PENGAMATAN TULISAN
Kemampuan mengamati rincian bahan verbal, tulisan,
atau tabel. Daya ketelitian mengetahui dan memahami
perbedaan huruf-huruf dan angka-angka dalam suatu
tulisan. Teliti dalam mengamati detik-detik sesuatu.

V (VERBAL APTITUDE) KEMAMPUAN VERBAL
Merupakan kemampuan untuk menangkap kata-kata dan
menggunakan kata-kata secara efektif. Kemampuan
memahami bahasa, memahami hubungan antara kata-
kata dan memahami arti keseluruhan kalimat dan
paragraph. Bakat verbal mencakup baik lisan maupun
tulisan.

N (NUMERIC APTITUDE) KEMAMPUAN NUMERIK
Merupakan kemampuan untuk melakukan operasi
aritmatik secara tepat dan akurat. Kemampuan
melakukan hitungan-hitungan sederhana.

Temperamen Kerja

D (DCP) Directing-Control-Planning

Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung
jawab untuk kegiatan memimpin (direction)
mengendalikan (control) atau merencanakan (planning).

I (INFLU) Influencing

Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-
pekerjaan mempengaruhi (influencing) orang lain dalam
pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.

P (DEPL) Dealing with People

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan
dengan orang lain (dealing with people) lebih dari hanya
penerimaan dan pemberian instruksi.

F (FIF) Feeling-Idea-Fact

Kemampuan menyesuaikan diri dengan pengelolaan
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kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan (feeling),
gagasan (idea), atau fakta (fact) dari sudut pandangan
pribadi.

M (MVC) Measurable and Verifiable Criteria
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan
pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau
pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat
diukur atau yang dapat diuji.

T (STS) Set of Limits, Tolerance and Other Standards
Kemampuan menyesuaikan dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengat tepat menurut
perangkat batas (set of limits) toleran atau standar-

standar tertentu.

13.9 Minat Kerja
la. Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan benda dan obyek.
1b. Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan komunikasi data.
13.10 Kondisi Fisik : Laki- Laki/ Perempuan, Sehat

jasmani dan rohani.
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

URAIAN JABATAN (UJ)

1. IDENTITAS JABATAN:
1.1 KODE JABATAN

1.2 NAMA JABATAN : KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
1.3 UNIT KERJA : SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN TUGAS JABATAN :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan

anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan Dinas berdasarkan peraturan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

RINCIAN TUGAS JABATAN

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program,
rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan.

Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencanakegiatan
anggaran Dinas

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama
penyusunan rencana strategis.

Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis
pelaksanaan kegiatan tahunan.

Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi
anggaran.

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
dan statistik Dinas.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan

kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
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(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan
laporan sejenis sesuai dengan tugasdan fungsinya.

3.8 Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
pengelolaan keuangan

3.9 Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan
rutin

3.10 Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan

3.11 Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan
penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan
surat perintah membayar

3.12 Melaksanakan urusan gaji pegawai

3.13 Melaksanakan administrasi keuangan

3.14 Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan
pengelolaan dokumen keuangan

3.15 Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan
sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.16 Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi

3.17 Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas

3.18 Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunanlaporan dan
pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan, dan
Keuangan

3.19 Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya

4. WEWENANG :
4.1 Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
4.2 Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencanakegiatan
Dinas
4.3 Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
rencana strategis

4.4 Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis
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4.5

4.6
4.7
4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17
4.18

4.19

Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi
anggaran.

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan
Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
keuangan

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan
Urusan akuntansi dan verifikasi keuangan

Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan
serta pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
Melaksanakan urusan gaji pegawai

Melaksanakan administrasi keuangan

Penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen
keuangan

Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan
sejenis

Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunanlaporan dan
pendokumentasian kegiatan Perencanaan dan Keuangan

Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan

5. TANGGUNG JAWAB

5.1

5.2

5.3
5.4

Terlaksananya koordinasi pengumpulan dan pengolahan data
usulan dan program kegiatan dari masing-masing unit kerja
dalam rangka penyusunan program anggaran dan kegiatan

dengan baik dan benar sesuai peraturan perundangan

Menjamin pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan
keuangan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah
ditetapkan

Kedisiplinan Pegawai

Kesesuaian pembagian tugas kepada bawahan sesuai kualifikasi

dan tuntutan pekerjaan
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5.5 Kerahasiaan surat dokumen data dan informasi

6. HASIL KERJA
6.1 Rencana Program dan kegiatan
6.2 Rencana anggaran
6.3 Rencana stratejik
6.4 Rencana Kerja Tahunan
6.5 SOP Subbag perencanaan dan anggaran
6.6 Data dan statistik
6.7 Laporan Kinerja
6.8 SOP Pengelolaan keuangan
6.9 Jadwal kegiatan rutin
6.10 Penata usahaan keuangan sesuai aturan
6.11 Tertib administrasi pembukuan keuangan
6.12 Gaji pegawai terbayar
6.13 Administrasi keuangan sesuai aturan
6.14 Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
6.15 Laporan keuangan
6.16 Bahan laporan tindaklanjut hasil pengawasan

6.17 Bahan evaluasi program dan kegiatan

7. BAHAN KERJA
7.1 Perintah Kepala Dinas Pariwisata
7.2 Disposisi Sekretaris Dinas Pariwisata
7.3 Laporan bawahan
7.4 Data dan informasi
7.5 Dokumen perencanaan seperti Renja,RKA,DPA, dll
7.6 Panduan kerja/juklak/juknis/referensi lain
7.7 Agenda/ Jadwal kegiatan
7.8 Kelengkapan SPJ
7.9 Data Keuangan
7.10 Daftar gaji

8. PERANGKAT KERJA

8.1 Peraturan Perundang — undangan
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8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

Rencana Strategis

Standar Operasional Prosedur

Permendagri 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

SOP
Renstra
PC/ Laptop
Printer

Jaringan Internet

ATK

Media Penyimpanan/ Flashdisk

9. HUBUNGAN JABATAN

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Kepala Dinas
Pariwisata

Sekretaris

Kasubbag / Kepala
Seksi
Pokja pada Bappeda

Bidang Belanja dan

Pembiayaan

Bidang Akuntansi

: Dinas Pariwisata.

: Dinas Pariwisata

: Dinas Pariwisata

: Bappeda

: BPKAD

: BPKAD

: BPKAD
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: Konsultasi dan

Pelaporan.

: Petunjuk kerja

dan laporan
pelaksanaan

tugas.

: Koordinasi

pekerjaan

: Kerjasama

penyusun
Renja dan

renstra

: Kerjasama

penyusunan

RKA dan DPA

: Kerjasama
pencairan UP,

GU,TU dan LS

: Kerjasama

Penyusunan
Laporan

keuangan



10.

11.

12.

13.

9.7

9.8

9.9

Bag. Organisasi

Auditor

JFU pada Sub Bag
Perencanaan dan

Keuangan

KEADAAN TEMPAT KERJA

: Sekretariat : Penetapan

Daerah Kinerja

: Inspektorat : Kerjasama

pengawasan
dan tindak
lanjut LHP

pekerjaan

: Dinas Pariwisata : Petunjuk

pelaksanaan

tugas

Dalam ruangan tertutup, bersih, terang dansejuk

UPAYA FISIK

Duduk, berdiri, berjalan, melihat, dan pengamatan secara

mendalam

KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA

Kejenuhan dan Stres

SYARAT JABATAN
13.1 Pangkat/Golongan
13.2  PengetahuanKerja
13.3 Keterampilan
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Penata (III/c)

Peraturan Perundangan tentang

Perencanaan Pembangunan

- Peraturan Perundangan tentang
Sistem Akuntabilitasi Kinerja
Instansi Pemerintah

- Peraturan Perundangan tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Perundangan tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

- Tata Kearsipan

- Mengevaluasi pelaksanaan

program



13.4

13.5

13.6

13.7

- Menyusun Rencana Kegiatan
- Menyusun instrument
pengolahan data

- Menyusun Laporan Keuangan

Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S.1)
Formal Minimum - Akuntansi

- Manajemen.

- Administrasi
Pelatihan/Kursus : - Diklat PIM IV

- Diklat penyusunan Renstra
- Diklat penyusunan LAKIP
- Diklat penyusunan Renja
- Diklat penyusunan RPJMD
- Diklat penyusunan RKA
- Diklat Pengelolaan Keuangan
Daerah
PengalamanKerja : - Kasubbag / Kasi SKPD Lingkup
Kabupaten Tanah Laut
- Jabatan Fungsional Umum
pada SKPD Minmal 4 tahun.
BakatKerja
G (GENERAL INTELEGENSI) INTELEGENSI UMUM
Merupakan  kemampuan  belajar secara  umum.
Kemampuan untuk menangkap atau memahami instruksi
dan prinsip-prinsip dasar, kemampuan untuk menyusun
alasan dan membuat pertimbangan. Kemampuan ini
berkorelasi dengan kemampuan pencapaian hasil.
Q (CLERICAL PERCEPTION) PENGAMATAN TULISAN
Kemampuan mengam